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RINGKASAN 

 

Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman online tersebut telah mengundang 

banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan keuangan 

konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit dan 

waktu yang cukup lama. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online menjadi 

daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website fintech 

penyedia jasa pinjaman online dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada 

perangkat yang mendukung. Kelebihan tersebut menyebabkan layanan pinjaman online seringkali 

dijadikan sebagai solusi bagi masyarakat untuk mengatasi masalah keuangannya. Namun, 

prosedur verifikasi pinjaman online yang dalam pelaksanaanya dilakukan secara online dan 

membutuhkan persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data pribadi, nyatanya 

berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dalam praktiknya terdapat kasus yang dialami 

oleh masyarakat terkait kebocoran data pribadi seperti kasus penagihan dengan teror pengalihan 

kontak. Maraknya kasus kebocoran data pribadi pada layanan pinjaman online juga didorong dari 

banyaknya perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK (pinjaman online ilegal).  

Dewasa ini terjadi penggerebekan oleh polisi terhadap kantor pinjaman online yang 

berlokasi di Green Lake City Cipondoh. Atas dasar tersebut maka pentingnya diberikan 

pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan jenis-jenis pinjaman online legal yang diawasi 

OJK dan pinjaman online ilegal yang tentunya membahayakan diri pribadi terutama dengan 

kaitannya dengan data pribadi. Dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi. 

Metode sosialisasi yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Tim Peneliti bekerjasama 

dengan Kelurahan Cipondoh Indah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Data 

Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Layanan Pinjaman Online. Target pencapaian dalam 

sosialisasi ini adalah mengembangkan pemahaman tentang perlindungan data pribadi yang 

berkaitan dengan pinjaman online di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang. Adapun dalam 

pelaksanaan sosialisasi ini terdapat pula edukasi secara tertulis yang dapat disebarluaskan kepada 

masyarakat luas di seluruh Indonesia. Edukasi secara tertulis ini berupa publikasi yang berbentuk 

Prosiding atau Jurnal yang terakreditasi Dikti. 

Kata Kunci : Sosialisasi, Pinjaman Online, Data Pribadi 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) Sebagai Bencana Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM). Selama pemberlakuannya, kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi 

pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 

mengalami penurunan sebesar 2,07%.1 Terjadinya penurunan ekonomi di Indonesia 

memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Keadaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 kian sulit. Banyak perusahaan pailit dan 

karyawan di PHK yang mengakibatkan turunnya pendapatan masyarakat. Disisi lain, 

kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Atas 

kondisi tersebut, pinjaman online seringkali dijadikan sebagai solusi bagi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhannya, karena dianggap sebagai jalan keluar atas masalah keuangannya. 

Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman online tersebut telah 

mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan 

keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang 

berbelit-belit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat 

menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman online hanya menghabiskan 

4 jam hingga 3 hari.2 Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online menjadi 

daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website 

fintech penyedia jasa pinjaman online dimana saja dan kapan saja selama ada internet 

terkoneksi pada gawai maupun perangkat mendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian 

 
1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021. 

2 Istiqamah, “ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA”, 

Jurisprudentie,Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 293. 



dana Pinjaman online juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan 

melalui transfer di ATM atau bank. 

Selain itu, pinjaman online memiliki cara kerja yang bersifat fleksibel dan sederhana. 

Dimana layanan pinjaman online menggunakan teknologi big data Artificial Intelligence/ 

kecerdasan buatan untuk memproses pengajuan pinjaman 100% secara online yang 

transaksinya dilakukan melalui gawai setelah pengguna melakukan registrasi akun 

keanggotaan, selanjutnya calon peminjam atau debitur dapat menentukan sendiri jumlah dan 

jangka waktu peminjaman tanpa perlu menjaminkan barang atau harta dalam mendapatkan 

pinjaman dan akan menerima konfirmasi dalam hitungan menit, setelah dianalisa dan disetujui 

oleh platform pinjaman online maka dana pinjaman tersebut akan dicairkan melalui rekening 

bank peminjam dan dapat ditarik lewat bank bersangkutan secara tunai. 

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara nasional akumulasi 

pinjaman online hingga akhir Desember 2020 telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran 

pinjaman online tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, salah satunya Jakarta dengan 

total pinjaman baru mencapai 20,68 triliun. Besarnya total nilai pinjaman tersebut 

menunjukkan adanya kebutuhan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada 

perusahaan pinjaman online.   

Pinjaman online atau peer to peer lending (P2P)  merupakan layanan perantara untuk 

mempertemukan pihak peminjam yang membutuhkan dana (debitur) dan pihak pemberi 

pinjaman (kreditur) secara online melalui sistem teknologi informasi, dimana antara pihak 

peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu langsung bahkan tidak perlu mengenal 

satu sama lain karena kepentingan yang bersangkutan telah diwadahi oleh fintech. Adapun 

menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dijelaskan 

bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah 

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan 

penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang 

rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.3 

 
3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi. 



Pinjaman online sebagai salah satu produk fintech atau teknologi finansial yang 

merupakan  suatu terobosan dibidang jasa keuangan finansial dengan bantuan teknologi 

informasi, dimana Bank Indonesia mengartikan dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial yaitu Teknologi Finansial 

adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, 

teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas 

sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem 

pembayaran.4 

Perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh para pihak terkait tersebut pada 

dasarnya dikategorikan sebagai suatu perjanjian/kontrak online. Dimana hal tersebut 

dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 

82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang 

sama-sama memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian para 

pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan menurut 

Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE sebagai serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik.  Adapun kontrak elektronik masuk dalam bentuk kontrak 

tidak bernama atau innominaat yang perjanjiannya tidak diatur dalam KUH Perdata namun 

dalam kenyataan di masyarakat hal tersebut berkembang dan diakui sebagai suatu tuntutan 

dalam dunia bisnis.5  

Walaupun kontrak online tersebut tidak diatur dalam KUHPerdata, namun secara 

perdata, pinjaman online dikategorikan dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Pinjam meminjam ialah 

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 

tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama 

 
4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. 

5  Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, Cyberlaw:Suatu Pengantar, Cet. I, Bandung:ELIPS, hlm.15. 



pula”. Pada perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak debitur akan mengganti objek yang 

dipinjamnya tersebut. Mengenai mekanisme waktu pengembalian pinjaman, besaran bunga, 

dan hal lain sebagainya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berarti, 

pelaksanaan pinjaman online harus tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang 

menyebutkan mengenai empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu 

sebab yang halal. 

Layanan pinjaman online pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata antara 

kreditur dan debitur yang diwadahi oleh platform pinjaman online sehingga segala risiko yang 

lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait. 

Sehingga pengguna layanan pinjaman online baik dari sisi kreditur maupun debitur wajib 

membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform 

pinjaman online. 

Adanya risiko dari peminjaman online seperti tingginya suku bunga, ancaman 

penagihan debt collector, serta penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna 

pinjaman online yang aksesnya berupa foto, kontak nomor telpon, kamera dan lainya yang 

telah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman online kepada platform pinjaman online 

saat mendaftar dan mengajukan pinjaman, dalam hal ini Indonesia belum memiliki dasar 

perlindungan hukum yang maksimal untuk menaunginya, terlepas dari pinjaman online legal 

yang penyelenggaranya telah mendaftarkan perusahaan pinjaman online dan mendapatkan izin 

dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam online sebesar Rp 2 

miliar.6 OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman 

online baik terhadap ketentuan undang-undang maupun kesepakatan yang telah dibuat.  Masih 

banyak masyarakat yang hanya tergiur keuntungannya dan memutuskan mengajukan pinjaman 

online tanpa mempelajari terlebih dahulu resiko dari pinjaman online menjadi hal utama 

munculnya banyak kasus hukum terkait pinjaman online, terlebih lagi dengan maraknya 

beredar pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari OJK 

sehingga tidak ada otoritas yang mengawasi. Menurut laporan Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI), dalam kasus yang berkaitan dengan pinjaman online, paling tinggi 

 
6 Ibid. 



pelaporan konsumen ialah permasalahan cara penagihan yang mencapai 39,5%. Kemudian 

terdapat pelaporan mengenai permasalahan permohonan reschedule 14,5%, pengalihan kontak 

sebesar 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4%, dan penagihan pihak ketiga 8,6%. 

Sementara itu, dalam kasus pinjaman online ilegal laporan data Kominfo hingga 

pertengahan Oktober 2021 setidaknya terdapat 151 pinjaman online ilegal yang sudah 

diberantas.7  Bukti nyata kasus yang baru ditemukan pada bulan Januari 2022, dimana terjadi 

penangkapan penyedia jasa pinjaman online ilegal sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Pantai 

Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satunya terdapat 99 karyawan yang 

mengoperasikan 14 aplikasi. Pinjaman online ilegal tersebut dilaporkan oleh salah satu korban 

yang juga melakukan peminjaman dengan alasan perusahaan pinjaman online melakukan 

penagihan diluar waktu dari yang diperjanjikan yaitu 7 hari, namun pada hari ke-4 korban telah 

ditagih dengan ancaman. Setelah ditelusuri lebih lanjut perusahaan pinjaman online ilegal 

tersebut juga melakukan hal serupa pada korban lainnya yaitu penagihan menggunakan 

ancaman ketika hendak mengingatkan batas waktu pembayaran, bahkan hingga mengunggah 

data pribadi korban dan hal-hal yang menurunkan harkat martabat derajat dari debitur.8 

Dalam hal ini, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPerlindungan Konsumen), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang 

Teknologi Finansial yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, dan POJK 77/2016 

khususnya dalam Pasal 26 huruf c POJK 77/2016  yang menyatakan bahwa penyelenggara 

pinjaman online wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan 

pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh 

Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data 

keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi 

 
7 Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari 

https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022 , 

Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB  

8 Adam Prireza, “Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan”, diakses melalui 

https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-

karyawan/full&view=ok, pada 4 Februari 2022, pukul 02.14 WIB. 

https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok
https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok


(debitur), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk 

kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk 

memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak 

ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Namun, ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan 

hukum pengguna layanan pinjaman online kepada masyarakat Indonesia dikarenakan masih 

maraknya permasalahan kasus pinjaman online baik legal maupun ilegal. Yang mana, 

seharusnya demi mencapai tujuan negara kesejahteraan atau Welfare State, Pemerintah 

memiliki kewajiban terhadap perlindungan hak dan kepentingan masyarakatnya. Bentuk 

perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat dapat tercipta melalui hukum. 

Menurut Roscoe Pound, terdapat 3 (tiga) kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu 

public interest, individual interest, dan interest of personality. Berkaitan dengan hal tersebut, 

konsumen dari pinjaman online yang merupakan masyarakat menengah kebawah yang paling 

banyak dirugikan memiliki posisi yang lemah. Mengingat pula perlindungan hukum perlu 

diberikan kepada pihak peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha 

(dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman), serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan 

penyelesaian hukum.9 

 

1.2 Permasalahan Mitra 

Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin 

tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi 

dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan 

pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran. Selain itu juga permasalahan 

pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat 

membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. 

Permasalahan jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya 

diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran 

 
9 Suharno, 2012, Hukum Perjanjian:Teori dan Anlisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.  



hak asasi manusia, terutama pada UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan: 

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan hak miliknya.  

2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan 

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

Permasalahan yang terjadi pada praktik layanan pinjaman online seperti halnya 

kebocoran data pribadi telah dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Cipondoh Indah, 

Tangerang. Bahkan terdapat masyarakat yang terkena ancaman dan penyebaran data pribadi 

melalui pesan whatsapp walaupun tidak melakukan pinjaman online. Selain itu, baru-baru ini 

di daerah mitra juga terjadi Polisi menggerebek kantor pinjaman online yang berlokasi di 

Green Lake City Cipondoh. Permasalahan kebocoran data pribadi yang terjadi ditengah-tengah 

masyarakat semakin marak dan masyarakat tidak mengetahui penyelesaian hukum atas 

permasalahannya. Atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan pengetahuan kepada  

masyarakat terkait dengan hak perlindungan data pribadi, jenis-jenis pinjaman online 

legal yang diawasi OJK dan pinjaman online ilegal yang tentunya membahayakan diri pribadi 

terutama dengan kaitannya dengan data pribadi. Serta penyelesaian hukum yang dapat 

dilakukan apabila terjadi kebocoran data pribadi. 

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait  

        Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari 

pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik 

bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi 

layanan pinjaman online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para 

pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh 

pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur 

mengenai kewajiban dan larangan. 

         Penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna 

jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:  



1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))  

2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 

Ayat (1) dan Ayat (2)) 

3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa 

Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam 

dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat 

(1) dan Ayat (2))  

4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban 

Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))  

5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh 

Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN 

 

2.1 Solusi Permasalahan 

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu 

kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan 

terutama mengenai data pribadi masing-masing konsumen pinjaman online melalui peraturan 

perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun 

penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online. 

Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. 

Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi 

yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan 

penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, 

perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa 

pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, Tim PKM FH 

UNTAR telah memberikan konsultasi hukum atau solusi yang dapat digunakan oleh mitra 

khususnya masyarakat di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang dalam menyelesaikan 

permasalahannya yakni: 

1. Pinjaman online merupakan solusi masyarakat yang membutuhkan dana 

dengan cepat. Mengingat dalam hal masyarakat yang tidak dapat mengajukan 

pinjaman ke bank karena tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan dapat 

beralih kepada pinjaman online ataupun koperasi. Pun pada pelaksanaannya 

koperasi yang berada ditengah masyarakat masih mengalami kendala dalam hal 

syarat jumlah pengajuan dan lamanya proses pengajuan. Maka dari itu, 

masyarakat yang akan mengajukan pinjaman kepada beberapa layanan 

pinjaman online harus memperhatikan beberapa aspek yakni diantaranya 

memastikan layanan pinjaman online terdaftar atau berizin di OJK, memahami 



kontrak perjanjian, dan mengetahui bunga dan denda pinjaman sebelum 

melakukan pengajuan. 

2. Langkah hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kebocoran data pribadi, 

seperti ancaman dengan menggunakan kata-kata kasar dan penyebaran data 

pribadi melalui akses kontak telepon maupun whatsapp, dapat dilakukan 

dengan 2 (dua) cara yakni mengajukan laporan kepada kepolisian dengan 

menggunakan pasal yang terdapat dalam KUHP ataupun UU ITE. Selain itu 

dapat mengajukan laporan kepada OJK melalui sistus web resmi OJK ataupun 

melalui kontak OJK. Apabila dalam pengajuannya mengalami kendala 

pembuktian ataupun identitas pihak yang dapat dilaporkan maka dapat 

melaporkan aplikasi penyelenggara layanan pinjaman online tersebut. 

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan keamanan data 

pribadi yang gunakan saat melakukan pengajuan pinjaman online. 

 

2.2 Luaran Kegiatan PKM 

No Jenis Luaran Keterangan 

Luaran Wajib 

1 Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau Draft/sudah sumbit 

2 Prosiding dalam Temu ilmiah Draft/sudah sumbit 

Luaran Tambahan  

1 Publikasi di jurnal Internasional  Draft/sudah sumbit 

2 Publikasi di media massa Draft/sudah sumbit 

3 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Draft/terdaftar 

4 Teknologi Tepat Guna (TTG) Draft/sudah disusun 

5 Model/purwarupa/karya desain atau Draft/sudah disusun 

6 Buku ber ISBN Draft/sudah disusun 



BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Tahapan/langkah-langkah Solusi Bidang 

Kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan 

pinjaman online mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, 

dan keterpaduan. Sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan 

pinjaman online di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang harus mampu menguraikan 

berbagai aspek penting perlindungan data pribadi, dan aspek kehati-hatian yang perlu 

diterapkan takala mempergunakan data pribadi khususnya dalam hal melakukan pinjaman 

online. Metode sosialiasi berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan 

peserta sosialiasi. 

 

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM 

Kelurahan Cipondoh Indah Tangerang sebagai mitra dalam kegiatan PKM membantu 

tim dalam memfasilitasi tempat dan sarana, serta menyebarkan informasi mengenai sosialisasi 

yang diadakan. Mitra juga menugaskan perangkat Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi ini. 

Meskipun sosialisasi ini diadakan ditengah situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan 

adanya pembatasan peserta yang diperbolehkan hadir, namun penyebaran informasi yang 

dilakukan oleh mitra mengenai sosialisasi ini sudah mewakili seluruh lapisan masyarakat, 

seperti Ketua dan anggota organisasi masyarakat, Ketua RW/RT, dan perangkat kelurahan 

lainnya. 

 

3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas masing-masing Anggota Tim 

Nama Uraian Kepakaran dan Tugas 

Moody R. Syailendra, S.H., M.H. Menyusun materi sosialisasi dan melakukan 

pemaparan terkait perlindungan data pribadi 

dalam hal melakukan pinjaman online, 

membimbing anggota tim mahasiswa dalam 



menyusun proposal, kegiatan PKM, laporan 

dan luaran PKM. 

Talita Taskiyah Membantu supporting penyusunan materi 

dan menjadi moderator. 

Shrishti Membantu supporting dalam administrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

4.1 Hasil 

Pesatnya pertumbuhan layanan pinjaman online legal maupun ilegal ditimbulkan dari 

tingginya potensi masyarakat yang menjadikan layanan pinjaman online sebagai solusi 

permasalahan keuangannya. Dalam pengajuannya, penerima pinjaman mengisi data dan 

mengunggah dokumen elektronik pada aplikasi layanan pinjaman online dengan cepat dan 

mudah. Namun, prosedur verifikasi pinjaman online yang membutuhkan persetujuan dari 

pengguna pinjaman untuk mengakses semua data pribadi, nyatanya berisiko terhadap 

kebocoran data pribadi bagi penggunanya. Tercatat sebesar 47,03% laporan pengaduan kepada 

OJK mengenai kasus pelanggaran berat pada layanan pinjaman online yang berupa pengaduan 

ancaman penyebaran data pribadi, pencairan pinjaman tanpa adanya izin atau persetujuan dari 

calon pengguna pinjaman online, penagihan yang disertai dengan teror atau intimidasi kepada 

seluruh kontak HP, dan penagihan dari pihak penyelenggara pinjaman online yang 

menggunakan kata kasar. 

Permasalahan pinjaman online mengenai kebocoran data pribadi bukan hanya 

termasuk ke dalam pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi harus dilindungi oleh 

negara karena setiap orang memiliki hak privacy rights untuk merahasiakan hal-hal yang 

bersifat pribadi. Pengguna pinjaman sebagai konsumen sudah seharusnya mendapatkan hak 

perlindungan data pribadi yang juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) 

UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta 

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Transaksi pinjaman online juga diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Secara khusus OJK sebagai penyelenggara layanan pinjaman mengeluarkan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dan peraturan lainnya sebagai regulator agar layanan 

pinjaman online dapat bekerja sesuai fungsinya. 



Dasar hukum perlindungan data pribadi yang telah dijamin oleh peraturan perundang-

undangan memberikan dasar hukum bagi upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi 

kebocoran data pribadi. Perlindungan hukum sangat diperlukan oleh peminjam dari 

kemungkinan adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemberi pinjaman. Pun 

pemerintah dalam peraturan pelaksanaannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 14 ayat (1) 

dijelaskan penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan berkaitan prinsip 

perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Oleh karenanya, pengguna layanan 

pinjaman online selaku konsumen yang merasa terdapat pelanggaran atas hak privasinya 

maupun dirugikan dapat melakukan upaya hukum baik diselesaikan melalui jalur litigasi 

(pengadilan) maupun non litigasi (luar pengadilan). 

Berdasarkan analisis situasi permasalahan yang didapatkan melalui kegiatan 

sosialisasi, permasalahan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman online menjadi 

permasalahan bagi mitra yakni masyarakat Keluruhan Cipondoh Indah, Tangerang. Terdapat 

beberapa masyarakat yang tidak mengetahui cara menyelesaikannya dan langkah hukum yang 

dapat dilakukan saat terjadi kebocoran data pribadi seperti adanya ancaman melalui pesan 

whatsapp dan pengalihan kontak whatsapp dengan menggunakan data pribadi peminjam. 

Dengan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi ini yang 

menyampaikan mengenai perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman 

online, dan langkah-langkah yang harus ditempuh ketika terjadi kebocoran data pribadi, 

masyarakat sekitar dapat mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi dengan 

penggunaan yang sangat hati-hati ketika melakukan suatu pinjaman online, serta dapat 

mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh ketika adanya pelanggaran kebocoran data 

pribadi pengguna. 

 

4.2 Luaran yang Dicapai 

Dengan demikian, diadakannya kegiatan sosialisasi ini hasil yang didapatkan adalah 

masukan atau saran yang kami ajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) UNTAR untuk membantu masyarakat dalam memberikan upaya 



preventif dan evaluasi dari adanya perlindungan data pribadi bagi masyarakat Kelurahan 

Cipondoh Indah, Tangerang.  

Oleh karena itu, hasil luaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman mengenai 

hak-hak perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online di Kelurahan Cipondoh Indah, 

Tangerang berupa: 

1. Luaran Umum  

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang 

berhubungan dengan perlindungan data pribadi terhadap pinjaman online di 

Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang.  

2. Luaran Khusus  

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah mengembangkan 

pemahaman tentang perlindungan data pribadi dalam halnya kaitan dengan 

pinjaman online di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang. Sebagai penopang 

penelitian yang dilakukan oleh tim, luaran yang dapat dihasilkan oleh 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Publikasi yang berbentuk Prosiding 

atau Jurnal yang terakreditasi Dikti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Layanan 

Pinjaman Online di Kelurahan Cipondoh Indh, Tangerang dilaksanakan pada hari Rabu, 25 

Mei 2022. Sosialisasi ini diselenggarakan secara luring dengan menggunakan metode 

penyampaian melalui pemaparan materi dan tanya jawab, diskusi dan konsultasi hukum. 

Dalam hal ini pemaparan materi adalah penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan 

metode tanya jawab terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna 

layanan pinjaman online. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan kepada target 

sasaran untuk menanyakan terkait apa yang kurang dimengerti dalam bentuk konsultasi dan 

bantuan hukum secara cuma-Cuma (probono). 

5.2 Saran 

Dengan demikian, terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini hasil yang kami peroleh 

adalah terbentuknya suatu pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data pribadi 

pengguna pinjaman online, dan sikap kehati-hatian dalam menggunakan data pribadi ketika 

mengajukan pinjaman online. Sehingga masyarakat Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang 

lebih memahami layanan pinjaman online, baik ketika mengajukan pinjaman online ataupun 

langkah-langkah yang harus ditempuh ketika adanya pelanggaran kebocoran data pribadi 

pengguna. Maka dari itu, saran yang kemi berikan adalah masyarakat yang akan mengajukan 

pinjaman kepada beberapa layanan pinjaman online harus memperhatikan beberapa aspek 

yakni diantaranya memastikan layanan pinjaman online terdaftar atau berizin di OJK, 

memahami kontrak perjanjian, dan mengetahui bunga dan denda pinjaman sebelum melakukan 

pengajuan. 
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